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PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

Jalan Padang Aro

DINAS PENDIDIKAN
Telp/Fax (0755)583005 Kode Pos 27778

Membaca

Menimbang

Mengingat

KEPUTU KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Nomor : 420/ /%9 | D P/ Sekretariat -2015

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SMPN 36 SOLOK SELATAN
KECAMATAN SANGIR KABUPATEN SOLOK SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SOLOK SELATAN,

Surat permohonan Kepala SMPN 368 Solok Selatan, perihal
permohonan izin operasional SMPN 36 Solok Selatan

a.

bahwa uniuk meningkatkan mute Pendidikan Anak Sekolah
Menengah Pertama di Kabupaten Solok Selatan, dipandang periu
meningkatkan status Sekolah Menengah Pertama,

bahwa SMPN 36 Solok Selatan merupakan salzh satu Lembaga
Pendidikan sekolah menengah pertama merupakan sekolah yang
baru berdiri yang dirasa perlu menerbitkan surat izin operasional
demi kelancaran pelaksanaan Proses Belajar Mengajar;

bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a  diatas, periu
ditetapkan dengan Keputusan Kepaia Dinas Pendidikan
Kabupaten Solok Selatan;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonasia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan
Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat
(Lembaran Megara Republik Indonasia Tahun 2003 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
Undang-Undang Momor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389),

Undang-undang MNomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 MNomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan,



